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DPR Hambat Demokrasi

(Sambungan dari halaman 1]}

Zuhro dari Lembaga Ilmu Pe-
ngetahuan Indonesia.

Ketua Umum Pimpinan Pusat
Pemuda Muhammadiyah Dahnil
Anzar Simanjuntak menuturkan,
revisi UU MD3 tersebut telah
menyeret Indonesia ke cra ke-
gelapan demokrasi. DPR telah
kehilangan otoritas moral untuk
bicara demokrasi serta hak ma-
syarakat sipil karena mereka se-

cara bersama-sama telah mem- |

bunuh demckrasi di Indonesia.
»Ternyata politikus kita ingin
berkuasa tanpa batas,” ujarnya.
Menanggapi aksi-aksi ini, Ke-
tua DPR Bambang Soecsatyo
mengatakan, mekanisme penge-
sahan revisi UU MD3 sudah se-
suai dengan tata tertib dan ke=

tentuan yang berlaku. 7Jikd ada”

yang tidak puas, dapat meéng-
ajukan keberatan ke'Mahkamah
Konstitusi (MK),” katanya.
Menteri TTukum dan Hak
Asasi Manusia Yasonna Laoly ju-
ga mecmpersilakan mereka yang
tidak setuju terhadap kdétentuan
yang ada di UU MD3 hasil revisi
untuk membawanya ke MK. Me-
nurut dia, sejumlah gketentuan
dalam UU MD3 hasil revisi, se-
perti penghinaan terhadap par-

lemen, juga ada di negara lain.

Revisi internal

Sebagai konsekuensi atas
munculnya secjumlah ketentuan
baru di UU MD3 hasil revisi, DPR
akan mengubah peraturan in-
ternalnya. Revisi yang menurut
rencana dilakukan Maret nanti
itu antara lain dilakukan ter-
hadap Peraturan DPR No 1 Ta-
hun 2014 tentang Tata Tertib
DPR, Peraturan DPR No 1 Tahun
2015 tentang Kode Etik, serta
Peraturan DPR No 2 Tahun 2015
tentang Tata Beracara MKD.

Wakil Kctua Badan Legislasi
DPR dari Fraksi PDI Perjuangan
Arif Wibowo mengatakan, revisi
peraturan internal DPR itu untuk

memperjelas scjumlah ‘pasal di
UU MD3 hasil revisi.

Sejumlah hal yang perlu diper-
jelas, kata Arif, misalnya, definisi
dan batasan tindakan yang di-
kategorikan merendahkan ke-
hormatan DPR. Selain itu, juga
definisi dan contoh alasan yang
sah untuk tidak memenuhi pang-
gilan DPIR tanpa perli harus me-
nerima kemungkinan disandera.

Ketua MKD dari Fraksi Partai
Gerindra Sufmi Dasco Ahmad
mengatakan, MKD tak akan asal
melaporkan sescorang atau ke-
lompck ke polisi karena meng-
kritik DPR. *Jika kritiknya meim-
bangun dan_memang ada dasar
ilmiah, misalnya survei yang mc-

nyatakan DPR sebagai lembaga®
_terkorup dan itu ditulis media,
maka tak masalah,” katanya.

Dasco menekankan, perse-
tujuan tertulis dari Presiden dan
pertimbangan dari MKD tidak
berlaku untuk tiga kasus, yaitu
jika anggota DPR bersangkutan
tertangkap tangan melakukan
tindak pidana, disangka mela-
kukan tindak pidana yang an-
camannya hukuman mati atau
penjara seumur hidup atau pi-
dana terhadap kemanusiaan dan
keammanan negara, serta jika ka-
susnya tindak pidana khusus.

Ketua Dewan Perwakilan Dae-
rah (DPD) Oesman Sapta menga-
takan DPD tidak pernah meng-
usulkan penambahan satu kursi
wakil ketua DPD dalam revisi UU
MD3. ”Itu dari Baleg DPR yang
membuat,” katanya.

(REK/GAL/APA/WER/BAY/
AGE/DD14/MHD/MDN)
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